PEMERINTAH PROVINSI I"RlAﬂ"JAYA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

-

LAMBANG DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Provinsi lrian Jaya Barat sebagai Provinsi ke-31
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan
Provinsi ke-2 di Tanah Papua sebagai Daecrah Otonom periu
memiliki Lambang Daerah, yang bentuk, motif, simbol dan
tata warnanya mencerminkan pandangan hidup bangsa,
sejarah dan budaya, potensi daerah serta unsur geografis
yang mencerminkan ciri khas Provinsi Irian Jaya Barat yang
keberadaannya tetap dipertahankan dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa Lambang Daerah Provinsi Irian Jaya Barat yang
telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur lrian Jaya
‘Barat Nomor 33 Tahun 2005 perlu disempurnakan sesuai
dengan kebutuhan dan perlu ditetapkan dalam suatu
produk hukum daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

¢. bahwa berdasarkan pertifnbangan sebagaimana tersebut
huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Provinsi lrian Jaya Barat;

Mengingat 1. Wapen Ordonantie Stbl 1928 Nomor 394 tentang Lambang
Daerah;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1869 tentang.
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- -

kabupaten Otonom di Propmsi lrian Barat (Lembaran
Negara Rl Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 2907),

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Rl Tahun

2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara R! Nomor -

4151);
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10.

1.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002  tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten  Sorong Selatan, -Kabupaten Raja. . Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten - Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten
Teluk Wondama, Provinsi Papua (Lembaran Negara RI
Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4245);

Undang-undang Nomor 10 Tahun’ 2004 vtentang

. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Rl Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4389); ‘

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 .Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548); : . :

Peraturan Pémerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan- Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

.sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962); |

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara. Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 22);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2006 tentang
Pemberhentian Pj: Gubernur Irian Jaya Barat dan
Pengesahan Pengangkatan Gubeenur dan Wakil Gubernur
Irian Jaya Barat. :
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Dengan Perse.tuj'uan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! IRIAN JAYA BARAT

: dan
GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT

v : MEMUTUSKAN :

- Menetapkan . ~ PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

TENTANG LAMBANG DAERAH PROVINS! IRIAN JAYA

*  BARAT.

. BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.

‘b. Kepala Daerah adalah Gubernur Irian Jaya Barat.

¢. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 'sela’njutnya disingkat DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
- Pemerintahan Daerah. _ : . '
e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.

Lambang Daerah adalah Lam,_bahg Daerah Provinsi lrian Jaya Barat.

BAB Il
BENTUK, MOTIF DAN TATA WARNA

Pasal 2

Lambang Daerah Provinsi lrian Jaya Barat berbentuk Perisai bersudut lima yang
terdiri dari 5 (lima) bidang dengan komposisi warna, 3 (tiga) bidang berwarna biru,
1 (satu) bidang berwarna hijau dan 1 (satu) bidang lainnya berwarna kuning.
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Pasal 3

Di dalam Perisai bersudut 5 (lima) terdapat simbol-simbol :

a. Tullsan “IRIAN JAYA BARAT" berwarna hitam berada dalam bldang bersudut .
enam berwarna kuning yang terletak di bagian atas perisai.

b. Bintang berwarna putih di tengah bagian atas garls pembagi 2 (dua) bldang
biru. .

¢. Leher dan Kepala Burung Kasuarl dalam bidang lingkaran hijau terletak di
tengah perisai.

d. Menara Tambang berwarna hitam mengeluarkan api berwarna merah terletak
di sisi kanan atas lingkaran kepala Burung Kasuari.

e. Sebatang pohon dengan daun berwarna hijau dan dibawahnya terdapat seekor
ikan berwarna putih, terletak di sisi kiri atas lingkaran Kepala Burung Kasuari.

f. Sepasang pelepah daun sagu yang masing-masing terdiri duabelas anak daun
di sisi kanan dan sepuluh pasang anak daun di sisi kiri diikat oleh dua angka
sembilan bermotif ukiran karerin budaya Papua.

g. Bagian bawah perisai terdapat pita kuning yang bertullskan CINTAKU
NEGERIKU.

Pasal 4

a Bidang Dasar Perisai berukuran Lebar = 19,05 cm, Panjang = 25,62 cm.

b Tulisan IRIAN JAYA BARAT menggunakan jenis huruf ARIAL NARROW
dengan ukuran Font = 80 pt.

¢ Perbandingan ukuran Lambang Daerah beserta simbol-simbol terdapat di
dalamnya secara rinci diuraikan dalam Lampiran | dan merupakah bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB Il
ARTI DAN MAKNA LAMBANG DAERAH

Pasal 5

Arti dan Makna Lambang Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan 3,
adalah :

a. Tulisan IRIAN JAYA BARAT me.njelaskan Nama Provinsi Irian Jaya Barat.

b. Bintang berwarna putih bermakna Ketuhanan Yang Maha Esa dan cita-cita
serta harapan yang akan diwujudkan

¢. Perisai dengan warna dasar biru bersudut lima bermakna bahwa Provinsi Irian
Jaya Barat berasaskan Pancasila yang mampu melindungi seluruh rakyat.

d. Leher dan Kepala Burung Kasuari  menghadap ke kanan dalam bidang
lingkaran hijau bermakna bahwa Provinsi Irian Jaya Barat secara geografis
terletak di wilayah leher dan kepala burung pulau Papua, sekaligus memiliki
filosofi ketangguhan, keberanian, kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi
tantangan pembangunan di masa depan serta berkeyakinan bahwa dengan
semangat persatuan dan kesatuan, kesinambungan pembangunan akan
mewujudkan masa depan yang cerah.
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Menara Kilang dengan semburan api berwarna merah bermakna bahwa
Provinsi lrian Jaya Barat memiliki kekayaan bahan tambang yang melimpah.

Pohon dan lkan bermakna bahwa Provinsi Irian Jaya Barat juga memiliki

Sumber Daya Hutan dan Sumber Daya Laut yang berpotensi untuk
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Sepasang pelepah daun sagu, masing-masing pelepah bagian kanan terdiri
duabelas pasang anak daun sagu dan pelepah bagian kiri terdiri sepuluh
pasang anak daun yang diikat oleh dua angka sembilan bermotif ukiran karerin
budaya papua, bermakna bahwa Provinsi Irian Jaya Barat dibentuk pada
tanggal 12 Oktober 1999 sebagai Provinsi ke-2 di Tanah papua dan ke-31 di
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sagu merupakan makanan
pokok masyarakat Provinsi Irian Jaya Barat yang melambangkan kesejahteraan
dan kemakmniuran. ,

Bldang hijau yang diapit 3 (tiga) bldang biru bermakna kesatuan tekad dan
perjuangan dari 3 (tiga) unsur, Pemerintah, Rakyat/Adat dan Agama
mewujudkan keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat.

Seutas pita berwarna kuning bertuliskan CINTAKU NEGERIKU terletak di
bagian bawah perisai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perisai
bermakna filosofis perjuangan seluruh komponen masyarakat untuk
mempertahankan keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesa. -

Pasal 6

~Lambang Daerah memantulkan berbagai jalinan  warpa yang serasi
‘dengan makna :

a.

Perisai dengan warna dasar Biru bermakna ‘keagungan, kearifan, keteguhan
kebesaran, kesabaran dan kedamaian.

Bintang berwarna putih bermakna kesucian, kecerahan cita-cita dan harapan.

Pohon dan lingkaran. berwarna Hijau bermakna, kesuburan, kesejahteraan dan
kemakmuran.

Bidang berwarna Kuning dengan tulisan IRIAN JAYA BARAT dan CINTAKU
NEGERIKU bermakna, kemuliaan, keagungan, keindahan dan kejayaan.

Ikan dan pembatas bidang serta ikatan angka 99 berwarna Putih bermakna,
kesucian, keagungan, ketulusan, keikhlasan dan kejujuran.

Semburan api berwarna Merah bermakna keberanian, kemegahan dan

kepastian.

Menara tulisan IRIAN JAYA BARAT dan CINTAKU NEGERIKU berwarna Hitam
bermakna kekuatan, kewaspadaan, ketegaran dan kekokohan.

Batang pohon berwarna Coklat bermakna ketegasan, ketekunan dan
ketabahan.

-
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BAB IV

LATAR BELAKANG

Pasal 7

Latar Belakang Lambang Daerah adalah |
a. Pandangan hidup bangsa.

b. Sejérah dan budaya.

¢c. Geografis.

d. Sumber daya alam.

Pasal 8
a Bentuk, motif, simbol dan tata warna Lambang Daerah Provinsi Irian Jaya Barat

sebagaimana tercantum dalam Lampiran | merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, '

b Ukuran Lambang Daerah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana tersebut huruf
a tercantum dalam Lampiran 1.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

~Pasal 9
Nama Provinsi Irian Jaya Barat dalam Lambang Daerah ini dapat berubah apabila
telah terjadi perubahan nama Provinsi Irian Jaya Barat sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. .

Pasal 10
Lambang Daerah Provinsi Irian Jaya Barat dapat berubah bentuk, motif dan tata

warna sesuai dengan . perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di wilayah Provinsi lrian Jaya Barat.

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini- akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat sepanjang
mengenai pelaksanaannya. :




Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pén‘gu'ndangan Pe,ra'turan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Irian Jaya
Barat. - :

1

.k_an,_di'Manokwari' o
anggal § Oktober 2008

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 6 Oktober 2006
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H PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

LEMBARAN DAERAH PROVINS! IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 2

-



Lampiran lf Peraturan Daerah ProV. Irian Jaya Barat
Nomor 2 Tahun 2006
Tanggal 5 Oktober 2006

ABRAHAM O. ATURURI
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Lampiran It Peraturan Daerah Prov. Irian Jaya Barat
Nomor 2 Tahun 2006
Tanggal 5 Oktober 2006
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GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT
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ABRAHAM O. ATURURI



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
LAMBANG DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

i.  PENJELASAN UMUM

[Bahwa Provinsi lrian Jaya Barat sebagai Provinsi ke-31 dalam
NegarajKesatuan Republik Indonesia dan merupakan Provinsi ke-2 di Tanah
papua yang definitif dengan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur
terpilih melalui mekanisme PILKADA perlu memiliki Lambang Daerah yang

permanen

Lambang Daerah Provinsi Irian Jaya Barat yang ditetapkan dénlgan
Keputusan Gubernur lrian Jaya Barat Nomor 33 Tahun 2005 perlu
disempurnakan sesuai dengan kebutuhan karena sifatnya belum tetap atau

masih sementara yang dipergunakan untuk keperluan PILKADA.

Dengan telah diselenggarakannya PILKADA dan dilantiknya
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka perlu penyempurnaan Lambang
Daerah yang telah dan selanjutnya perlu ditetapkan dengan' Peraturan

Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.
. PENJELASAN PASAL DEM! PASAL .
Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Provinsi Irian Jaya Barat

terdiri dari 12 Pasal

Pasal 1s.d. 12 . cukup jelas

TAMBAHANb LEMBARAN DAERAH PROVINS! IRIAN JAYA BARAT NOMOR 2

-
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